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KR-Abdul Alim
Prosesi umbul donga selamatan Kantor Desa

Pablengan Kecamatan Matesih.

SELAMATAN KANTOR DESA

Digelar ‘Umbul Donga’
KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Desa

Pablengan Kecamatan Matesih, kini memiliki kantor

desa baru yang diresmikan belum lama ini. Peresmian

ditandai prosesi umbul donga dan atraksi kesenian tra-

disional. Prosesi diawali kirab para pejabat kecamatan

menuju kantor baru. Seniman reog juga ikut beratraksi

dalam rombongan kirab.

Peresmian dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda)

Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi, serta ja-

jaran pemerintahan, anggota DPRD, tokoh masyarakat,

dan warga setempat. Dalam sambutannya, Sekda

menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pemba-

ngunan kantor desa yang telah berlangsung cukup

lama.

“Pembangunan kantor desa ini bukan hal yang in-

stan. Dibutuhkan kerja sama dan perjuangan panjang

dari berbagai pihak. Kini, masyarakat Pablengan memi-

liki kantor desa yang lebih layak untuk pelayanan pu-

blik,” ungkap Timotius Suryadi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gedung ini meru-

pakan hasil dari perjuangan dan kerja keras bersama.

Meskipun sudah berdiri dengan megah, masih ada be-

berapa kebutuhan tambahan yang akan diupayakan

oleh pemerintah daerah sesuai dengan anggaran yang

tersedia.

Sekda juga berpesan kepada Kepala Desa dan

perangkatnya agar mengutamakan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat. “Saya berpesan kepada

Kepala Desa dan perangkatnya agar gedung ini tidak

hanya megah secara fisik, tetapi juga menjadi pusat

pelayanan terbaik bagi warga. Jaga, rawat, dan man-

faatkan dengan maksimal,” tambahnya.

Dengan adanya fasilitas baru ini, ia berharap kualitas

layanan desa semakin meningkat dan membawa man-

faat bagi masyarakat Pablengan. “Dengan fasilitas yang

lebih baik, diharapkan pelayanan desa semakin prima

dan kesejahteraan warga Pablengan meningkat,”

pungkasnya. (Lim)-f

SUKOHARJO (KR)

Nilai tagihan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) pa-

brik PT Sritex sekitar Rp 1

miliar dan wajib dibayar-

kan. Pemkab Sukoharjo

nantinya tetap melakukan

penagihan pembayaran

kepada pihak kurator atau

investor. Apabila tidak

dibayar maka akan menja-

di piutang.

Kepala Badan Penge-

lolaan Keuangan, Penda-

patan dan Aset Daerah

(BPKPAD) Sukoharjo,

Richard Tri Handoko me-

ngatakan, PT Sritex ikut

memberikan kontribusi

kepada Pemkab Sukoharjo

melalui pembayaran PBB

setiap tahun dengan nilai

sekitar Rp 1 miliar. Angka

tersebut cukup besar un-

tuk aset tanah dan ba-

ngunan pabrik.

Disebutkan, aset PT

Sritex tersebut berada di

wilayah Kelurahan Jetis

dan Banmati Kecamatan

Sukoharjo. PBB tersebut

wajib dibayarkan setiap

tahun. Meskipun pabrik

tekstil PT Sritex telah tu-

tup, PBB tetap wajib diba-

yarkan oleh wajib pajak.

“Nanti kami akan melaku-

kan penagihan kepada pi-

hak kurator atau investor

yang menangani PT Sritex

setelah tutup,” ungkap

Richard.

Sementara itu, buruh PT

Sritex terdampak pemu-

tusan hubungan kerja

(PHK) massal mengikuti

pendataan pencairan tun-

jangan hari tua (THT).

Kegiatan digelar di gedung

pertemuan pabrik PT

Sritex mulai Rabu (5/3).

Pemberkasan dilakukan

buruh dengan melengkapi

persyaratan, salah satu-

nya rekening bank untuk

proses transfer uang pem-

bayaran THT.

Terkait hal itu, Bupati

Sukoharjo Etik Suryani

dan Wakil Bupati Suko-

harjo Eko Sapto Purnomo

mendatangi pabrik PT

Sritex untuk memantau

pencairan JHT buruh ter-

dampak PHK, Rabu (5/3).

Bupati ingin memastikan

pelayanan sudah di-

lakukan BPJS Ketenaga-

kerjaan kepada buruh. Da-

lam kesempatan tersebut

juga hadir Direktur Utama

BPJS Ketenagakerjaan,

Anggoro Eko Cahyono.

Untuk pembayaran JHT

buruh PTY Sritex yang di-

PHK, BPJS Ketenagaker-

jaan total menyediakan

dana Rp 125 miliar. Kepala

Cabang BPJS Ketenaga-

kerjaan Surakarta, Teguh

Wiyono mengatakan pela-

yanan perdana dilakukan

untuk 1.000 orang. BPJS

Ketenagakerjaan Surakar-

ta menjadwal pelayanan

selama 10 hari. Setiap hari

petugas akan melayani

1.000 buruh terdampak

PHK PT Sritex.     (Mam)-f

BURUH KENA PHK URUS PENCAIRAN JHT

Sritex Bayar PBB Rp 1 Miliar Pertahun

KR-Dok Pemkab Sukoharjo
Bupati Sukoharjo dan Wakil Bupati Sukoharjo me-

mantau pendataan pencairan JHT buruh PT Sritex.

JAWATENGAH
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Pernyataan sikap disampaikan di sela-sela acara ‘UIINyastrasore#6’

yang kali ini dilaksanakan di Gedung Sardjito UII di Jalan Kaliurang Km
14,5 Sleman. Dalam acara bertema ‘Lawan Ketidakadilan’ ini
terkumpul 97 puisi karya sivitas akademika UII, namun hanya diba-
cakan 30 puisi.

Fathul kepada pers mengungkapkan, pernyataan sikap ini disampai-
kan karena banyak muncul kegelisahan di banyak tempat dan banyak
hal. “Tapi tidak ada yang secara bersama-sama melantangkan. Ini
merupakan upaya kolektif melantangkan kegelisahan yang sudah
lama tersimpan,” tandas Fathul.

Dalam pernyataan sikap berisi 6 butir itu, juga menuntut pemerintah

lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini dapat di-
lakukan dengan memastikan, setiap kebijakan yang diambil harus di-
dasarkan  data yang valid dan pendekatan ilmiah. Semua ini dilakukan
untuk menjamin akurasi, relevansi dan tepat sasaran.

Dalam butir ketiga Fathul meminta pemerintah serius melakukan
pemberantasan korupsi dengan memastikan penegakan hukum yang
tegas, transpara dan tidak pandang bulu. Di samping juga memperluat
peran lembaga antikorupsi, meningkatkan pengawasan anggaran ser-
ta berhenti membuat kesan mengembangkan narasi yang menutupi
atau mengaburkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,

(Fsy)-d

JAKARTA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia
Tbk (BSI) memperkuat komitmen untuk menjadikan
ekonomi syariah sebagai salah satu pendorong uta-
ma pertumbuhan ekonomi nasional, setelah
perseroan resmi ditunjuk sebagai salah satu penge-
lola bisnis bank emas atau bulion bank pertama di
Indonesia pada 26 Februari lalu.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna
di Kantor BSI Pusat, Gedung The Tower, Jakarta,
Rabu (5/3) mengatakan, emas menjadi komoditas

yang akan terus dikembangkan perseroan sebagai
new game changer di industri perbankan syariah. 

“Hal tersebut didasari potensi dan peluang pe-
ngembangan alternatif bisnis yang memberikan nilai
investasi bagi masyarakat. Diresmikannya BSI se-
bagai salah satu entitas yang menjalankan bisnis
bank emas berpotensi memberikan manfaat untuk
masyarakat, industri, dan pertumbuhan perekono-
mian nasional melalui optimalisasi ekosistem
ekonomi syariah,” ujarnya. (Ogi)-d

JELANG IDUL FITRI
Bank BPD DIY Layani Penukaran Uang Baru 

Menhub: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Mafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Sambungan hal 1

BANYUMAS (KR) -

Setelah hampir dua deka-

de bermasalah, aset kom-

pleks Kebondalem di Pur-

wokerto Kabupaten Ba-

nyumas akhirnya resmi

diserahkan kepada Peme-

rintah Kabupaten (Pem-

kab) Banyumas. Penyera-

han dilakukan oleh Ke-

pala Kejaksaan Tinggi

(Kajati) Jawa Tengah

Ponco Hartanto kepada

Bupati Banyumas Sadewo

Tri Lastiono. Penyerahan

dilakukan Kantor Kejak-

saan Negeri (Kejari)

Purwokerto, Rabu (4/3).

Penyerahan aset terse-

but menjadi tonggak pen-

ting setelah 19 tahun

mengalami sengketa hu-

kum. Keberhasilan pe-

ngembalian aset pun

bertepatan dengan kepe-

mimpinan Bupati Sadewo

dan Wakil Bupati Dwi

Asih Lintarti di Ba-

nyumas. Kajati Jateng

Ponco Hartanto mene-

gaskan bahwa pengem-

balian aset Kebondalem

dilakukan setelah seluruh

proses hukum diselesai-

kan.

“Prinsip utama dalam

kasus ini adalah asset re-

covery, yaitu memastikan

aset kembali ke negara de-

ngan status hukum yang

jelas. Dengan demikian, ti-

dak ada lagi kerugian ne-

gara, dan kasus hukum-

nya dinyatakan selesai

tanpa perlu dilanjutkan ke

tahap berikutnya,” ung-

kap Ponco Hartanto.

Bupati Banyumas Sade-

wo Tri Lastiono menyata-

kan terimakasih kepada

Kejati Jateng dan Kepala

Biro Hukum Setda Provin-

si Jateng. Kemudian pi-

haknya segera berkoordi-

nasi dengan Badan Peng-

awasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) un-

tuk melakukan penilaian

ulang terhadap aset yang

ada sebelum merancang

skema pemanfaatannya.

“Langkah selanjutnya

adalah, menghitung nilai

aset bersama BPKP. Se-

telah itu, kami akan meru-

muskan strategi pengelo-

laannya agar dapat mem-

berikan manfaat optimal

bagi masyarakat Banyu-

mas,” ungkapnya.

Meski belum membe-

berkan detail rencana ke

depan, Sadewo memas-

tikan Pemkab Banyumas

terbuka bagi investor yang

ingin berpartisipasi dalam

pengembangan Kebon-

dalem.”Kami sudah memi-

liki konsep pengelolaan,

namun akan kami sam-

paikan pada waktunya.

Yang jelas, setiap langkah

akan dilakukan secara

profesional dan tetap da-

lam pengawasan hukum,”

tegasnya. (Dri)-f

19 TAHUN BERMASALAH DI BANYUMAS

Aset Kebondalem Kembali ke Pemkab

KR-Driyanto
Kajati Jateng Ponco Hartanto secara simbolis me-

nyerahkan pengelolaan aset kompleks Kebondalem

kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

yakni mark up impor minyak mentah dan BBM, serta blending BBM
dari Pertalite (Ron 90) menjadi Pertamax (Ron 92). Dalam praktiknya,
minyak mentah produksi dalam negeri ditolak diolah di kilang Pertamina
dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dengan kualifikasi Kilang
Pertamina, sehingga harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang
dalam negeri. Dengan alasan kapasitas kilang tidak memenuhi, maka
BBM masih harus impor dalam jumlah besar. Harga impor minyak
mentah dan BBM itu telah dimarkup sehingga merugikan keuangan
negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal. 

Mark-up juga dilakukan pada kontrak pengiriman (shipping), dengan
tambahan biaya ilegal sebesar 13% hingga 15%.

Tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi
juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM, yang memba-
yar harga Pertamax namun yang diperoleh Pertalite yang harganya
lebih murah. Kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara
dan masyarakat tampaknya mulai dialihkan pada perdebatan modus
blending dengan mengaburkan modus perampokan negara melalui
markup impor minyak mentah, impor BBM dan pengapalan impor
minyak mentah dan BBM. 

Perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait kebe-
naran blending justru berpotensi mendorong migrasi konsumen

Pertamax dari SPBU Pertamina ke SPBU Asing dan migrasi dari peng-
gunaan Pertamax BBM non-subsidi ke Pertalite BBM subsidi. Kalau
migrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi
juga akan membengkakan beban APBN untuk subsidi BBM.

Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap
temuan Kejaksaan Agung terkait blending BBM yang justru kontra-pro-
duktif.

Agar perampokan tidak terulang lagi, Pertamina harus mengubah
tata kelola yang buruk dan melakukan operasi pembersihan besar-be-
saran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan
Pertamina. 

Selain itu, Presiden Prabowo harus menjadi Panglima dalam
Pemberantasan Mafia Migas, yang merupakan persekongkolan se-
jumlah pihak, di antaranya: oknum dalam Pertamina, oknum
Pemerintah, oknum DPR, Perusahaan Swasta dan backing yang
konon kekuasaannya mencapai hingga langit tujuh. Tanpa peran aktif
Presiden Prabowo untuk  menyikat backingnya, jangan harap Mafia
Migas yang amat berkuasa dapat diberantas dan mustahil perampok-
an uang negara tidak terulang kembali.

(Penulis adalah Dosen DEB Sekolah Vokasi UGM dan Pengurus
ISEI DIY)-f

YOGYA(KR) - Bank BPD DIY
bekerja sama dengan Bank
Indonesia (BI) menyiapkan ku-
rang lebih Rp 1,2 miliar uang
layak edar (ULE) untuk melayani
kebutuhan penukaran uang baru
masyarakat selama periode
Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Sementara kebutuhan likuiditas
masih terjaga untuk operasional
Bank BPD DIY secara keselu-
ruhan di sekitar Rp 600 miliar
yang akan dipenuhi dari BI dan
penukaran uang antarbank. 

Direktur Utama Bank BPD
DIY Santoso Rohmad menyata-

kan, Bank BPD DIY berkomit-
men melayani penukaran uang
layak edar yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat, se-
hingga menciptakan kondisi ke-
uangan yang inklusif, cepat, dan
efisien. Penukaran uang baru
tersebut memprioritaskan opti-
malisasi jumlah masyarakat yang
dapat ikut serta sehingga dis-
tribusinya lebih merata.

“Bank BPD DIY telah diper-
caya sebagai salah satu per-
bankan yang senantiasa
berpatisipasi dalam melayani
penukaran uang layak edar je-
lang Lebaran selama ini. Angka
ketersediaan uang kartal tersebut
kurang lebih serupa dengan
persediaan pada momentum
yang sama tahun sebelumnya,”
ujar Santoso di kantornya, Kamis
(6/3). (Ira)-d

Kemudian untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut me-
nyediakan tiket gratis kapal laut dengan kuota 47.816 penum-
pang dan jumlah rute sebanyak 153 ruas.

Berikutnya untuk kereta api, Ditjen Perkeretaapian menye-

lenggarakan Program Mudik Gratis sepeda motor dengan
kereta api. Kuota yang disiapkan untuk 16.960 penumpang
dan 7.424 unit sepeda motor.

(Ant/Ati)-d

KR-Istimewa 
Santoso Rohmad melakukan flag off Mobil Kas Keliling Bank
BPD DIYsaat peluncuran Program Serambi 2025.

BSI JADI BANK EMAS 
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional


